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Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.”) Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai
pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semuainstruksi yang terkandung dalam pasal-pasal
UUD 1945 dengan segala cara (all out), termasuk Pasal 33.

Sehubungan dengan komitmen di atas, ada dua sikap penting yang dilakukan Pemerintah terhadap koperasi,
yaitu :

Pertama, menargetkan pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh wilayah Indonesia, yang
mengakibatkan koperasi eksis secara kuantitas.2) Maksudnya, secara kualitas keberadaan koperasi masih
belum memadai karena belum mampu tampil sgjgjar dengan BUMN dan BUMS.

Kedua, untuk menunjang keberadaan koperasi, maka Pemerintah mengerahkan seluruh daya dan dana,
berupa subsidi dan proteksi (yang secaratidak langsung melahirkan ketergantungan dan menghambat
tumbuh kembangnya jiwa kewiraswastaan).")

Disadari atau tidak, tekad Pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen menyebabkan Pemerintah sebagal pengemban amanat Konstitusi berusaha dengan segala cara
menghidupkan eksistensi koperasi sebagaimana adanya, artinya bentuk dan asasnya kelihatan seolah-olah
sesuai dengan instruksi yang dikandung pasal 33 UUD 1945. Hal ini berakibat keberadaan koperasi tampak
seperti dipaksakan.

Kitalupa untuk meneliti secara kritis apakah penerapan koperasi secara dogmatis, tanpa melakukan
penafsiran ulang terhadap konsep koperasi, sudah tepat. Agaknyakini perlu dipertanyakan lebih lanjut
tentang kecocokan konsep koperasi sebagaimana tertera dalam konstitusi dengan situasi dan kondisi
masyarakat dewasa ini, dan jugatidak boleh dilupakan bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan
terjadinya banyak perubahan yang luar biasa hebatnya di tengah masyarakat; perubahan yang tidak
terbayangkan sebelumnya oleh para Pendiri Republik ini.

Adanya keeenderungan para teknokrat Indonesia untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai mana
adanya, tanpa melihat secara kritis dan realistic mengenai esensi pokok yang dikandungnya. K esalahterapan
ini menyebabkan makin menumpuknya kendal a-kendala yang harus diatasi koperasi agar dapat tampil
setingkat dengan para pelaku ekonomi lainnya (Swasta dan BUMN) di tengah-tengah berlangsungnya
ekonomi moderen.

Meskipun tugas dari Pemerintah adalah untuk mewujudkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, namun
hal ini tidak berarti bahwa pengkajian terhadap esens dasar dari suatu aturan adalah haram. Janganlah
hendaknya kata-kata murni dan konsekuen yang dicanangkan, menjadi belenggu yang merantai kaki sendiri
yang sedang berlari dalam upaya mencapai tujuan.

Sebenarnya key word dari Pasal 33 UUD 1945 ialah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kernakmuran
rakyat. Kalau dihubungkan dengan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia, yakni untuk memajukan
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kesegjahteraan umum, maka terlihat titik temunya. Singkat kata, key word tersebut adalah salah satu tolok
ukur yang penting dalam menilal setiap tindakan atau kebijaksanaan perekonomian Indonesia, termasuk
koperasi tentunya.

The Founding Fathers yang bijak bestari, jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan pentingnya seorang
pemimpin yang berpandangan luas dan bijaksana yang akan memberikan warna dalam menyelenggarakan
negara. Hal ini dapat kita lihat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi : Y ang penting dalam
pemerintahan dan dalam hidupnya negaraiaah semangat penyelenggaraan negara, semangat para pemimpin
pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang katanya menurut kata-katanya bersifat
kekeluargaan, tapi apa bila semangat para penyelenggara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat
perseorangan, maka undang-undang dasar tadi tidak ada artinya dalam praktek Sebaliknya, meskipun
undang-undang dasar itu tidak sempurnatetapi jikalau semangat para penyelenggara negara
pemerintahannya baik, maka undang-undang dasar itu tentu tidak merintangi jalannya negara.'4)

Dari kutipan di atas, terlihat jelas betapa Konstitusi Indonesia menekankan pentingnya faktor manusia yang
menjadi penyelenggara negara, yang secaraimptisit dinyatakan akan dapat menyempurnakan kelemahan-
kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan, hingga dapat memperlancar jalannya pernerintahan
menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang didambakan. Sehubungan dengan itu, pada
Pembukaan UUD 1945 juga diingatkan untuk hidup dinamis dan tidak rergesa-gesa memberi kristalisasi,
memberi benruk kepada fikiran fikiran yang masih berubah?.



